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Abstrak 
UD.Sumber Lancar yang berada di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang bergerak di bidang penjualan dan pemotongan kayu Jati pada tempat ini terdapat praktek pemberian upah lembur kepada pekerja yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta aturan terkait waktu dan upah lembur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kewajiban pemberian upah lembur bagi pekerja yang melebihi waktu kerja  di UD.Sumber Lancar dan memahami kendala UD.Sumber Lancar dalam pemenuhan hak pekerja terkait upah lembur.  Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris.  Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Implementasi kewajiban pemberian upah lembur bagi pekerja yang melebihi waktu kerja di UD.Sumber Lancar, bahwa pembagian upah lembur yang diberikan perusahaan kepada pekerja belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, karena praktek pemberian upah lembur dari perusahaan masing-masing memiliki sistem pembayaran upah lembur, namun masih tidak didasari dengan aturan yang telah tercantum didalam UU Ketenagakerjaan  dan Kendala UD.Sumber Lancar adalah kurangnya pemahaman terhadap upah lembur pada UD.Sumber Lancar yang belum memahami pemenuhan kewajiban untuk memberikan upah lembur sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kurang atau minimnya pemasukan yang masuk ke tempat pemotongan dan pengrajin kayu UD.Sumber Lancar.
Kata Kunci  : Pemotongan Kayu, Upah Lembur, Hak Pekerja,Implementasi Kewajiban.
Abstract
UD.Sumber Lancar which is located in Balen District, Bojonegoro Regency which is engaged in the sale and cutting of teak wood, in this place there is a practice of giving overtime wages to workers who are not in accordance with labor laws and regulations as well as rules related to time and overtime wages. The purpose of this study is to understand the implementation of the obligation to provide overtime pay for workers who exceed working hours at UD.Sumber Lancar and understand the constraints of UD.Sumber Lancar in fulfilling workers' rights related to overtime pay. Methodology this research uses sociological juridical research. The results of this research and discussion indicate that the implementation of the obligation to provide overtime pay for workers who exceed working hours at UD. Sumber Lancar That the distribution of overtime wages given by the company to workers is not in accordance with the legislation, because of the practice of giving overtime wages from each company. has a system for paying overtime wages, but it is still not based on the rules contained in the Manpower Law. and Constraints UD.Sumber Lancar is the lack of understanding of overtime pay at UD.Sumber Lancar who do not understand the fulfillment of the obligation to provide overtime pay in accordance with applicable laws and regulations and the lack of or minimal income that goes to the cutting and wood craftsmen of UD.Sumber Lancar.
Keywords:Wood Cutting, Overtime Wages, Workers' Rights, Implementation of Obligations.
PENDAHULUAN 
      Dewasa ini di Indonesia, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sering kurang diperhatikan ataupun dikesampingkan. Padahal orang harus bekerja untuk bisa hidup sejahtera lahir dan batin(Yunus 2017). Rendahnya upah tenaga kerja juga menjadi masalah di negeri ini. Pada Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal HAM PBB 1948, bahwa 
“setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik, yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga, sepadan dengan martabat manusia, dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya”.
Berdasar hal tersebut sangat tidak pantas jika upah buruh itu masih dibawah rata-rata 
“Tenaga kerja sebagai sumber daya merupakan salah satu faktor bagi kelancaran suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberadaan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya, harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan manusiawi, agar tenaga kerja tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan perusahaan.”(Yunus 2017) 
    Pada umumnya pekerja mendapatkan hak-hak yang telah disepakati dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, namun terkadang tidak sesuai hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja tersebut(Yunus 2017). Pemerintah menetapkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut UUK. Perlindungan hak-hak pekerja yakni perlindungan terhadap pekerja ini bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar yang dimiliki oleh para tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan yang diperoleh para tenaga kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

    
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia tahun 1945 tertulis bahwa:
“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
    Adanya ketentuan ini, maka diharapkan hak-hak para tenaga kerja serta hal lain mengenai tenaga kerja dapat terjamin. Terlepas dari segala macam pembayaran atas kontrak kerja atau melakukan suatu pekerjaan di suatu perusahaan, tenaga kerja berhak mendapat upah(Yunus 2017). 
“Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya, hal ini memiliki fungsi agar menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja”(Bambang 2013).

   
Pada hukum ketenagakerjaan, terdapat istilah lembur atau waktu bekerja yang lebih lama atau lebih banyak yang didapat atau yang harus dikerjakan oleh pekerja. Kerja lembur adalah 
“Pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, atas dasar perintah atasan, yang melebihi jam kerja biasa pada hari-hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi” (Agusmidah 2010). 
    Ketika pekerja melakukan lembur maka para pekerja berhak mendapatkan tambahan upah lembur yang diterima atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya dari perusahaan dimana ia bekerja sesuai dengan Pasal 78 ayat (2), (4), Pasal 85 Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan lebih lengkapnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 selanjutnya disebut Kepmenakertrans Nomor 102 VI tahun 2004 pasal 1 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur, yaitu :

Pasal 1 Kepmenakertrans No.102/MEN/VI/2004 :

“Waktu lembur adalah yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah”. 

Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 85 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003: 

“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur. Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban:

membayar upah kerja lembur; memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih”.

    Pada kenyataanya, masih ada perusahaan yang mengabaikan ketentuan tersebut sehingga pemberian upah lembur kepada para pekerjanya kurang sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam Undang-Undang mengenai waktu dan upah kerja lembur dikarenakan perusahaan tersebut memiliki kebijakan tersendiri untuk menyesuaikan pemberian upah lembur kepada para pekerjanya(Yunus 2017). Hal ini dirasa kurang sesuai Hak Asasi Manusia atau HAM tenaga kerja atau pekerja yang telah diatur dalam perkembangannya Negara Indonesia. Salah satunya yang terjadi di UD Sumber Lancar yang beralamat di Jl.Raya Lemah Abang Margomulyo Balen Bojonegoro. 
Gambar 1.1

Tampak Depan dan Dalam UD.Sumber Lancar
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Sumber : Diolah Sendiri
    
UD.Sumber Lancar lokasi tepatnya di Kecamatan  Balen Kabupaten Bojonegoro yang bergerak di bidang penjualan dan pemotongan kayu Jati terdapat praktek pemberian upah lembur kepada pekerja yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta aturan terkait waktu dan upah lembur. Alasan perusahaan adalah kebijakan perusahaan sedari dulu untuk memangkas biaya operasional perusahaan yang dibebankan kepada hak upah lembur pekerjanya. 
“Perusahaan ini menentukan upah dengan hitungan upah mingguan dan upah lembur pekerjanya dengan kebijakan perusahaan yaitu, upah mingguan adalah Rp.500.000-Rp.600.000 rupiah per orang. Rincian upah perharinya bagian pengecatan adalah Rp.85.000 Dan bagian pengergajian Rp.100.000 setiap orang mendapat upah. Dalam satu pekan pekerja bekerja selama 6 hari waktu kerja dimulai pada pukul 08.00-16.00 WIB. Apabila terdapat lembur maka terhitung mulai pukul 19.00 – selesai. Rincian upah lembur perharinya bagian pengecatan sebesar Rp.50.000 dan bagian pengergajian sebesar Rp.85.000  per orang.  Perjanjian kerja yang digunakan di perusahaan penjualan dan pemotongan kayu jati UD.Sumber Lancar ini masih menggunakan praktek perjanjian kerja secara lisan” 

       Berangkat dari adanya kasus pemberian upah kerja lembur yang kurang memenuhi kewajiban pemberian upah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dalam hal ini penulis  tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Pada penulisan ini penulis akan melakukan analisis dengan judul: “Implementasi Kewajiban Pemberian Upah Lembur Bagi Pekerja Yang Melebihi Waktu Bekerja Di Ud. Sumber Lancar Di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi kewajiban pemberian upah lembur bagi pekerja yang melebihi waktu kerja  di UD.Sumber Lancar?

2. Apa kendala UD.Sumber Lancar dalam pemenuhan hak pekerja terkait upah lembur?

     Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kewajiban pemberian upah lembur bagi pekerja yang melebihi waktu kerja  di UD.Sumber Lancar dan memahami kendala UD.Sumber Lancar dalam pemenuhan hak pekerja terkait upah lembur.    
Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yakni mengenai tenaga kerja, Hak Pekerja, Upah,Tujuan dan Bentuk Upah, Sistem Upah di Indonesia,Waktu Kerja Lembur. 
METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian yuridis sosiologis  atau empiris merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum Normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja(Yunus 2017). 

Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan menganalisis secara hukum dari implementasi kewajiban pemberian upah lembur bagi pekerja yang melebihi waktu kerja  di UD.Sumber Lancar dan kendala UD.Sumber Lancar dalam pemenuhan hak pekerja terkait upah lembur.  
  Lokasi penelitian ini di Perusahaan Penjualan dan Pemotongan Kayu Jati UD.Sumber Lancar di kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro karena Perusahaan ini menentukan upah dengan hitungan upah mingguan dan upah lembur tenaga kerjanya dengan kebijakan perusahaan yaitu, upah mingguannya Rp.500.000-Rp.600.000 rupiah, per orang, per harinya waktu kerja dimulai pada pukul 08.00-16.00 WIB, per pekan selama 6 hari kerja ditambah waktu lembur per harinya mulai pukul 19.00 – selesai sebesar Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000  per orang.  Perjanjian kerja yang digunakan di perusahaan penjualan dan pemotongan kayu jati UD.Sumber Lancar ini masih menggunakan praktek perjanjian kerja secara lisan.
 Data yang dikumpulkan berupa wawancara terhadap informan, visualisasi berupa gambar dan bukan angka-angka. Sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dijadikan kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perilaku (hukum) masyarakat. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu dengan mendengarkan secara seksama penuturan informan yang berkaitan dengan implementasi kewajiban pemberian upah lembur bagi pekerja yang melebihi waktu kerja  di UD.Sumber Lancar dan kendala UD.Sumber Lancar dalam pemenuhan hak pekerja terkait upah lembur. 
Informan dalam penelitian ini yaitu pemilik UD.Sumber Lancar karena yang mengetahui informasi dan dapat menjawab sesuai kapasitasnya yang berhubungan dengan perusahaan dan upah lembur pekerjanya. Selanjutnya informasi dari perwakilan buruh/pekerja UD.Sumber Lancar karena mereka yang mengalami atau yang menerima upah lembur atau waktu kerja yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
     Data Sekunder diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum” (Mukti, 2010). 
Adapun peraturan yang menjadi bahan hukum yaitu Bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia NOMOR:KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
Teknik pengumpulan data pada umumnya dikenal memiliki dua jenis teknik, yaitu studi dokumentasi atau pustaka atau observasi dan wawancara atau interview(Yunus 2017), dalam teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:
1) Wawancara
Dilakukan dengan menggunakan format tanya jawab langsung kepada informan dengan tujuan untuk mendapat jawaban mengenai permasalahan yang ditujukan pada penelitian ini. 

2) Studi dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan suatu teknik dengan mengumpulkan data tertulis barupa pencatatan maupun dengan bukti otentik. Data-data lain dapat berupa buku, jurnal, makalah, artikel dan sebagainya sesuai kebutuhan dan relevansi dengan objek penelitian. (Wiratraman, 2016)
Teknik pengolahan data adalah aktivitas berupa analisis sumber data dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis deskripsi untuk menemukan pengetahuan secara luas terhadap suatu objek, dalam penelitian ini teknik pengolahan data  dilakukan dengan melakukan beberapa langkah tertentu sebagai berikut:

1) Editing: hasil wawancara peneliti dirangkum secara tertulis dengan tujuan untuk kemudahan dalam menganalisis;

2) Classifying: melakukan klasifikasi dari sumber-sumber data dengan membagi hasil wawancara kepada focus masing-masing permasalahan dan kemudian menyesuaikan data dengan teori serta kajian pustaka;

3) Verifying: penelita memeriksa kembali data-data dan informasi agar validitasnya terjamin;

4) Analyzing: peneliti menganalisis hubungan-hubungan data yang telah dikumpulkan, upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan data yang telah diperoleh dengan focus permasalahan. 

5) Concluding: hasil pengumpulan analisa dan data disimpulkan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian. 
HASIL dan PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

    Karakteristik Geografis Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro secara astronomis terletak pada 60 59’ – 70 37’ Lintang Selatan dan 1120 25’ – 1120 09’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro mencapai 2307,06 Km2. Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Bojonegoro dialiri oleh aliran sungai terpanjang di pulau Jawa yakni Sungai Bengawan Solo yang juga menjadi batas natural antara provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. 
   Aspek geografis lainnya Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh pegunungan kapur. Di sebelah Utara dan Selatan Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh pegunungan kapur yang merupakan rangkaian dari pegunungan Kendeng, Gunung Pandan, Kramat, dan Gajah serta ditengah wilayah dipisahkan oleh Sungai bengawan Solo. Dengan keadaan geografis tersebut maka komoditas di Kabupaten Bojonegoro diantaranya kegiatan pertanian, pada cuaca penghujan ditanami padi dan pada cuaca kemarau kegiatan pertanian cenderung menghasilkan tembakau, hasil kehutanan, pertambangan dan potensi cadangan minyak gas bumi 20% nasional berada di Kabupaten Bojonegoro (Iskandar, 2010).

    Wilayah Administratif Secara administratif Kabupaten Bojonegoro berbatasan dengan 5 wilayah: Sebelah Utara : Kabupaten Tuban; Sebelah Selatan : Kabupaten Nganjuk, Madiun dan Jombang; Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah); Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan Gambar 1 Peta Administratif Kabupaten Bojonegoro Sumber : RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 Luas Wilayah keseluruhan Kabupaten Bojonegoro adalah 2.307,06 Km2 yang terdiri dari 28 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Tambakrejo seluas 209,52 Km2 dengan presentase terhadap luas kabupaten sebesar 9,08 % luas sedangkan kecamatan dengan luas terendah adalah Kecamatan Bojonegoro dengan presentase terhadap luas kabupaten sebesar 1,01 % (Iskandar, 2010)
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   Usaha Dagang Sumber Lancar adalah perusahaan yang bergerak dalam Pemotongan dan Pengrajin Kayu, perusahaan ini memproduksi produk-produk logam yang masih mentah, dengan kata lain produksi barang UD.Sumber Lancar harus mengalami pengolahan kembali untuk dijadikan barang siap pakai. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam atal-alat pemotong dan pengukir kayu antara lain  mesin bubut, gergaji, gerinda  dan palu ukir dengan ukuran besar. 
Struktur organisasi UD.Sumber Lancar

Gambar 3.3

Struktur Organisasi UD.Sumber Lancar
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Sumber : Diolah Sendiri

   Hasil wawancara penulis terhadap Ibu Jatmi selaku pemilik perusahaan ini UD.Sumber Lancar memiliki tenaga kerja tetap 25 orang, yakni 10 orang pada bagian pembuatan kursi dan meja, sedangkan 15 orang lagi untuk bagian perakitan. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja tambahannya tidak menentu. Karena tenaga kerja tambahan diperlukan untuk pengiriman suatu produk perusahaan. Jam bekerja di perusahaan ini berlangsung selama 8 jam/hari, yaitu dari jam 08.00 hingga 16.00 WIB, dengan waktu istirahat sekitar 1 jam, yaitu jam 12.00 hingga jam 13.00 WIB. Para pekerja di UD.Sumber Lancar juga mendapatkan makan siang di perusahaan sehingga tidak perlu membeli makanan dan minuman dari uangnya sendiri. Hari libur bagi pekerja diberikan seminggu sekali jatah libur namun hal ini bersifat kondisional atau fleksibel jika ada pesanan di hari libur maka pekerja yang masuk akan ada tambahan upah tersendiri.

   Penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Jatmi selaku pemilik perusahaan dan beberapa pekerja perusahaan UD.Sumber Lancar untuk mengetahui sistem pembayaran upah yang dilakukan perusahaan ini kepada pekerjanya. Hasil wawancara terhadap Ibu Jatmi selaku pemilik perusahaan yaitu upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan sistem hitungan yang umum ada di perusahaan-perusahaan Pemotongan dan Pengrajin Kayu di sekitar lingkungan perindustrian ini, yaitu dengan upah harian yang kemudian diberikan kepada pekerjanya setiap seminggu sekali setelah kegiatan bekerja di perusahaan selesai. 
    Selain upah pokok harian, UD.Sumber Lancar juga memberikan upah lembur kepada pekerjanya jika ada kegiatan kerja lembur yang dibutuhkan atau diperlukan. Biasanya kerja lembur dilakukan apabila perusahaan mendapatkan pesanan pemotongan dan pengrajinan kayu yang harus segera dirampungkan dengan waktu singkat atau perusahaan mendapatkan pesanan produk pemotongan dan pengrajinan kayu yang lumayan banyak jumlahnya.

    Dari hasil wawancara penulis terhadap Ibu Jatmi selaku pemilik perusahaan yakni Ibu Jatmi ini UD.Sumber Lancar Jaya memiliki tenaga kerja tetap 25 orang, yakni 10 orang pada bagian pembuatan cetakan untuk di pemotongan, sedangkan 15 orang lagi untuk bagian pengrajin. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja tambahannya tidak menentu. 
   Penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Jatmi selaku pemilik perusahaan dan beberapa pekerja perusahaan UD.Sumber Lancar untuk mengetahui sistem pembayaran upah yang dilakukan perusahaan ini kepada pekerjanya. Hasil wawancara terhadap Ibu Jatmi selaku pemilik perusahaan yaitu upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan sistem hitungan yang umum ada di perusahaan-perusahaan Pemotongan dan Pengrajin Kayu di sekitar lingkungan perindustrian Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan upah harian yang kemudian diberikan kepada pekerjanya setiap seminggu sekali setelah kegiatan bekerja di perusahaan selesai. 
   Selain upah pokok harian, UD.Sumber Lancar  juga memberikan upah lembur kepada pekerjanya jika ada kegiatan kerja lembur yang dibutuhkan atau diperlukan upah lembur dibayar yaitu langsung setelah melakukan kegiatan lembur tersebut. Mekanisme pembayaran upah lembur yaitu dibayar yaitu langsung setelah melakukan kegiatan lembur tersebut. Hal ini dikarenakan waktu lembur yang tidak menentu. 
    Besaran upah lembur yaitu tergantung berat dan ringannaya pekerjaan lembur tersebut untuk bagian pengecatan adalah Rp. 50.000, sedangkan bagian penggergajian adalah Rp.85.000. Biasanya kerja lembur dilakukan apabila perusahaan mendapatkan pesanan pemotongan dan pengrajinan kayu yang harus segera dirampungkan dengan waktu singkat atau perusahaan mendapatkan pesanan produk pemotongan dan pengrajinan kayu yang lumayan banyak jumlahnya. Perbedaan pemberian upah lembur dikarenakan beban kerja yang berbeda antara bagian pengecatan dan penggergajian.

Implementasi kewajiban pemberian upah lembur bagi pekerja yang melebihi waktu kerja  di UD.Sumber Lancar

     Implementasi kewajiban pemberian upah lembur bagi pekerja yang melebihi waktu kerja di UD.Sumber Lancar kepada tenaga kerja yaitu dengan sistem upah harian yang dibayarkan tiap mingguan atau setiap hari sabtu sore setelah kegiatan bekerja perusahaan ini selesai.     

     UD.Sumber Lancar selain memiliki waktu kerja pokok, juga memiliki tambahan jam kerja lembur. Hal ini dilakukan jika perusahaan mendapatkan pesanan yang banyak dan harus dikerjakan dengan cepat sesuai target atau sesuai dengan permintaan Ibu Jatmi selaku pemilik perusahaan dan keinginan konsumen. Tambahan jam kerja lembur sendiri tidak tentu, bisa hanya 2 jam dari pembagian waktu kerja 8 jam dan ditambah dengan lembur maximal 2 jam sehingga total menjadi 10 jam. Hal tersebut tergantung perintah atau instruksi dari Ibu Jatmi selaku pemilik perusahaan.

   Adanya pemberian upah lembur pada perusahaan ini memiliki kebijakan dan aturan perusahaan sendiri yaitu jika bekerja lembur selama 4 jam, maka mekanisme pembayaran upah yang didapat sama dengan ½ (setengah) dari upah kerja pokok harian setiap minggunya selama 6 hari kerja.
Besaran upah lembur UD.Sumber Lancar:
     Upah bagian pengecetan 
  
   
 =
      Rp.85.000

     Upah lembur bagian pengecetan 
 = 
      Rp.50.000

Upah bagian pengergajian

 =         Rp 100.000

     Upah lembur bagian pengergajian
 = 
Rp.85.000

     Upah mingguan 


 =

Rp.500.000-Rp.600.000  per orang.

Penghitungan Upah Lembur Sesuai Kepmenakertrans No.102/MEN/VI/2004 :

Pekerja Bagian Pengecatan
      Upah Perbulan  

= 
1/173x Rp.85.000x25 

= 
Rp 2.125.000x1/173

=
Rp 13.000 Per jam
     Upah Perjam Lembur:

Jam Kesatu      = 1,5 x Rp 13.000     =      Rp 19.500
Jam Kedua       = Rp13.000 x 2         =      Rp 26.000
Total Upah Lembur 2(dua) Jam =         Rp 71.500 

Jam Ketiga    = Rp 13.000x2             =        Rp 26.000



     Total Upah Lembur 3 (tiga) jam        =
Rp 71.500

Jam Keempat
= Rp 13.000x2   =   Rp 26.000

               Total Upah Lembur 4 (empat) jam   =  Rp 97.500 

Pada UD Sumber...., pengusaha memberikan upah lembur dengan rata-rata Rp.71.500 (kisaran lembur 2-4 jam), kadang
8 jam = Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000  per orang.
Upah Perbulan Bagian Pengecatan 
= 85.000 x 25 =Rp 2.125.000

Total upah perbulan ditambah dengan upah lembur jika dibulatkan sekitar 
= Rp.2.400.000 - Rp.2.800.000 rupiah per orang.
      Hal ini berarti apabila seorang pekerja bagian pengecatan melaksanakan lembur rumus penghitungan upah perjamnya adalah  :

1/173xRp 2.125.000 =
Rp 13.000 
Apabila Upah pekerja pengecatan sebesar Rp 2.125.000, maka pekerja yang melakukan lembur selama 3 jam seharusnya mendapatkan Rp.71.500, tetapi di UD.Sumber Lancar hanya mendapatkan Rp.50.000. 
    
Perhitungan upah lembur diatur dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 yang menyatakan :
“Pasal 31 

(1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) wajib membayar Upah Kerja Lembur dengan ketentuan: 
a. Perusahaan untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Upah sejam; dan 
b. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali Upah sejam. 

(2) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan: 

a. perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut: 
1. jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam; 
2. jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan 
3. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam; 
b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut: 
1. jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam; 
2. jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan 
3. jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam. 3.
(3) Perusahaan yang  telah mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana    dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;

b. Jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan 

c. Jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.”
    Penulis melakukan wawancara terhadap pemilik perusahan dan beberapa pekerja perusahaan UD.Sumber Lancar untuk mengetahui sistem pembayaran upah yang dilakukan perusahaan ini kepada pekerjanya. Hasil wawancara terhadap pemilik perusahaan yaitu upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan sistem hitungan yang umum ada di perusahaan-perusahaan Mebel Kayu di sekitar lingkungan perindustrian ini, yaitu dengan upah harian yang kemudian diberikan kepada pekerjanya setiap seminggu sekali setelah kegiatan bekerja di perusahaan selesai. Selain upah pokok harian, UD.Sumber Lancar juga memberikan upah lembur kepada pekerjanya jika ada kegiatan kerja lembur yang dibutuhkan atau diperlukan. Biasanya kerja lembur dilakukan apabila perusahaan mendapatkan pesanan pemotongan dan pengrajinan kayu yang harus segera dirampungkan dengan waktu singkat atau perusahaan mendapatkan pesanan produk pemotongan dan pengrajinan kayu yang lumayan banyak jumlahnya.
 
    Selain pemberian upah kerja pokok dan upah kerja lembur, perusahaan ini juga memberikan makan siang setiap harinya kepada para pekerja. Dalam rangka untuk melengkapi data penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa pekerja UD.Sumber Lancar. Penulis telah melakukan wawancara secara purposive sampling terhadap 10 (Sepuluh) orang pekerja, diantaranya terdapat 4 (Empat) orang pekerja pemotongan dan penggergajian dan 6 (Enam) bagian pengecatan. Hasil dari wawancara tesebut adalah bagi 1 (satu) orang yang bekerja sebagai bagian penggergajian dan bagian perakitan/machining upah dari perusahaan sudah dirasa cukup untuk kehidupan sehari-hari dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi untuk membeli atau melengkapi kebutuhan tersier (tambahan), pekerja masih merasa kurang.
   Mengacu pada peraturan penghitungan upah lembur yang didasarkan pada Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 upah gaji lembur yang diterima tenaga kerja UD.Sumber Lancar masih kurang merata dan penghitungan pemberian upahnya tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sangatlah merugikan karyawan yang bekerja di bidang tertentu dengan upah  yang dirasa sedikit/minim.

Kendala UD.Sumber Lancar dalam pemenuhan hak pekerja terkait upah lembur.


Pelaksanaan pemberian hak upah lembur terhadap tenaga kerja tentunya akan timbul hambatan-hambatan serta apa saja yang berkaitan dengan perwujudan pemberian hak upah lembur terhadap tenaga kerja. Dalam hal ini ada banyak aspek yang akan menghambat pelaksanaan pemberian hak upah lembur terhadap tenaga kerja, antara lain prosedur pelaksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta hubungan pengusaha dan tenaga kerja dalam perwujudan pelaksanaan pemberian hak upah lembur(Yunus 2017).


Dari hasil observasi tempat pemotongan dan pengrajin kayu pada UD sumber lancar, beberapa hal yang paling menonjol adalah tentang perjanjian kerja antara pemilik dan pekerja, kurangnya pemahaman tentang ketentuan upah lembur, dan banyaknya setoran yang masuk ke tempat pemotongan dan pengrajin kayu yang ada di Kabupaten Bojonegoro. 
Beberapa kendala pada UD.Sumber Lancar dalam pemenuhan hak pekerja terkait upah lembur:

1. Kurangnya pemahaman terhadap upah lembur pada UD.Sumber Lancar yang belum memahami pemenuhan kewajiban untuk memberikan upah lembur sesuai peraturan perundangan yang berlaku

2. Faktor penghambat lain yaitu kurangnya pemahaman akan ketentuan atau standar upah lembur sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
3. Kurangnya
pemahaman dari pemilik maupun karyawan akan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai jadwal jam kerja shift dan upah lembur. Beberapa pemilik tempat pemotongan dan pengrajin kayu membuka usaha tempat pemotongan dan pengrajin kayu dengan bermodal tempat, unit, dan keuntungan yang didapat tanpa mempertimbangkan para karyawan yang jaga pada shift malam atau double shift. 
Hal ini berpengaruh pada pendapatan perbulan karyawan yang dirasa cukup kurang tapi mereka enggan untuk menyampaikan kepada atasan untuk mengajukan kenaikan upah baik upah lembur, upah mingguan dan upah perbulan. Dikhawatirkan jika mereka mencoba untuk protes terkait upah bukannya malah disetujui melainkan malah berdampak pada terancamnya posisi pekerjaan mereka sekarang dan kepercayaan atasan kepada bawahan mereka sehingga, lingkungan pekerjaan tidak support lagi dan kondisinya menjadi berubah.

1. Pemasukan tempat pemotongan dan pengrajin kayu UD.Sumber Lancar

Minimnya pemasukan tempat pemotongan dan pengrajin kayu berpengaruh pada upah para pekerjanya. Salah satu faktor penghambat pelaksanaan upah lembur operator tempat pemotongan dan pengrajin kayu di Kabupaten Bojonegoro adalah perjanjian kerja antara pemilik dan Penjelasan Hambatan dari pelaksanaan hak upah lembur bagi operator tempat pemotongan dan pengrajin kayu di Kabupaten Bojonegoro. 
Banyaknya setoran atau pemasukan harian yang masuk menjadi salah satu faktor upah harian operator tempat pemotongan dan pengrajin kayu yang beragam. Semakin rame dan besar tempat pemotongan dan pengrajin kayu, maka jumlah pekerja, pembagian shift kerja, dan upah yang didapatkan akan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
PENUTUP

Kesimpulan

     Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kewajiban pemberian upah lembur bagi pekerja yang melebihi waktu kerja  di UD.Sumber Lancar Bahwa pembagian upah lembur yang diberikan perusahaan kepada pekerja belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, karena praktek pemberian upah lembur dari perusahaan masing-masing memiliki sistem pembayaran upah lembur, namun masih tidak didasari dengan aturan yang telah tercantum didalam UU Ketenagakerjaan. 
Dengan waktu kerja lembur dari perusahaan yang melebihi batas waktu maksimal kerja lembur, hal tersebut juga tidak sesuai dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004. Dengan pemberian upah kerja lembur yang diarasa masih rendah dan tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, ditambah waktu kerja lembur dari perusahaan yang melebihi batas waktu lembur yang tercantum dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 yaitu maksimal 3 jam dalam 1 hari, 14 jam dalam 1 minggu, maka dalam hal ini perusahaan masih tidak memenuhi hak upah lembur serta melebihi aturan waktu lembur untuk para pekerja.

2. Kendala UD.Sumber Lancar dalam pemenuhan hak pekerja terkait upah lembur adalah tentang kurangnya pemahaman terhadap upah lembur pada UD.Sumber Lancar yang belum memahami pemenuhan kewajiban untuk memberikan upah lembur sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kurang atau minimnya pemasukan yang masuk ke tempat pemotongan dan pengrajin kayu di UD.Sumber Lancar.
Saran

    
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Didalam pemberian upah kerja lembur terhadap pekerjaan yang berat yaitu Pemotongan dan Pengrajin Kayu, seharusnya perusahaan harus mempertimbangkan kondisi dan keadaan sosial para pekerja dan juga seharusnya menggunakan aturan-aturan yang berlaku sebagai dasar didalam penyelenggaraan suatu produksi agar terpenuhinya hak untuk para pekerja.
Karena bagaimanapun produktifitas suatu perusahaan akan tergantung kepada para pekerja di perusahaan tersebut. Para pekerja semestinya juga mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal sosialisasi maupun pembekalan agar para pekerja juga memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka sebagai tenaga kerja.

2. Pemerintah dalam hal melakukan tugas dan wewenangnya sebagai pelayan dan sekaligus pelindung bagi masyarakat harus mampu berperan aktif didalam melindungi dan menegakkan aturan ketenagakerjaan yang berlaku sebagaimana tujuan utama dari negara untuk mensejahterakan masyarakatnya dan berlaku adil. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi tentang ketenagakerjaan secara rutin dan bersifat jangka panjang agar masyarakat lebih memahami aturan-aturan yang berlaku dan ada pada Undang-Undang Ketanagakerjaan. 
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